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PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

bahwa sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor
72 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk
perhitungan besaran dan pembayaran tunjangan komunikasi
intensif, tunjangan reses, dan dana operasional pimpinan DPRD,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemampuan
Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);



Menetapkan

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan daerah  Serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 3);

6. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2017 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Sumedang.

2. Bupati adalah Bupati Sumedang.

3. Pemerintah  Daerah  adalah  Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

S. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang teguh
jabatan ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan
Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu
daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan
Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar
penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif,
tunjangan reses dan dana operasional Pimpinan DPRD.

8. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan
setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan
DPRD dan Anggota DPRD.

9. Tunjangan Reses adalah wuang yang diberikan setiap
melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota
DPRD.

10. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang
diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk
menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan
representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna
melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua
DPRD sehari-hari.



11. Pendapatan Umum Daerah adalah pendapatan asli daerah,
dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.

12. Belanja Pegawai adalah belanja gaji dan tunjangan serta
tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

BAB II
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Formula Perhitungan
Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok,

yaitu:

a.diatas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar
rupiah) dikelompokan pada Kemampuan Keuangan Daerah
tinggi;

b. Rp300.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan
Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar)
dikelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan

c. dibawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah)
dikelompokan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 3

(1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan
besaran Pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan Belanja
Pegawai aparatur sipil negara.

(2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan
dana alokasi umum.

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan
pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 4
Kondisi Pendapatan Umum Daerah dan belanja pegawai negeri
sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu:
a. Pendapatan Umum Daerah:

1. pendapatan asli daerah : Rp. 553.257.332.797,18
2. dana bagi hasil : Rp. 95.607.165.916,00
3. dana alokasi umum : Rp. 1.119.198.604.000,00
Jumlah : Rp. 1.768.063.102.713,18
b. belanja pegawai negeri sipil Daerah :
1. gaji pokok PNSD : Rp. 590.265.205.799,00
2. tunjangan keluarga : Rp. 49.650.066.379,00
3. tunjangan jabatan : Rp. 10.822.722.500,00
4. tunjangan fungsional : Rp. 39.116.931.000,00
5. tunjangan beras : Rp. 26.755.600.920,00
6. tunjangan PPh : Rp. 1.888.888.406,00
7. pembulatan gaji : Rp. 6.967.918,00
8. iuran jaminan kesehatan : Rp. 5.572.606.147,00
9. tunjangan umum : Rp. 6.980.070.000,00
10. tunjangan profesi : Rp. 270.622.655.750,00
11. tunjangan fungsional : Rp. 1.570.350.000,00

guru



12. jaminan kecelakaan kerja : Rp. 1.220.291.807,00

13. jaminan kematian : Rp. 1.525.364.757,00

14. tambahan  penghasilan : Rp. 92.020.649.150,00
PNS

Jumlah : Rp. 1.098.018.370.533,00

Bagian Kedua
Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 5
Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
maka besaran Kemampuan Keuangan Daerah sebagai tolak ukur
penentuan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan
Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah:
Kemampuan Keuangan Daerah = PUD - Belanja PNSD (a-b)
Rp670.044.732.180,18.

BAB III
KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI
INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL
PIMPINAN DPRD

Bagian Kesatu
Penentuan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 6

Berdasarkan hasil perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Kabupaten Sumedang
termasuk kedalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah
Tinggi.

Bagian Kedua
Rumus Perhitungan

Pasal 7

(1) Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi
Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling
banyak sebesar 7 (tujuh) kali dari uang representasi ketua
DPRD.

(2) Dana Operasional Pimpinan DPRD:

a. ketua DPRD diberikan paling banyak sebesar 6 (enam)
kali uang representasi ketua DPRD; dan

b. wakil ketua DPRD diberikan paling banyak sebesar 4
(empat) kali uang representasi wakil ketua DPRD.

(3) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan setiap bulan dan Tunjangan Reses
kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan setiap
melaksanakan reses.

(4) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diberikan setiap bulan sesuai dengan
kebutuhan riil yang diatur lebih lanjut oleh Pimpinan
DPRD.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 10 September 2018
Pj. BUPATI SUMEDANG,
ttd
SUMARWAN HADISOEMARTO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 10 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

AMIM

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018 NOMOR 51

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd
UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001



